
 

SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 10 TAHUN 2005 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2005 - 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, dipandang perlu 
untuk mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2010 dengan 
menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun. 2000 Nomor 204, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 	) ; 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ; 

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 4/C). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONO ROGO TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
(RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2005 - 2010 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2005 - 2010, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan/Dinas/ Kantor/Instansi 
Tahun 2005-2010 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Badan/ 
Dinas/Kantor/Instansi, adalah Dokumen Perencanaan Badan/Dinas/Kantor/ 
Instansi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2010 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Propinsi Jawa Timur. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi : 

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Arah Kebijakan Umum dalam 1 
(satu) Tahun Anggaran ; 

b. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ; 

c. Badan/Dinas/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 
menyusun Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Instansi untuk 
Periode 5 (lima) Tahun. 

Pasal 3 

Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi dan Pemerintah Daerah melaksanakan program-
program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis 
Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi. 

Pasal 4 

Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis 
Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi. 

Pasal 5 

RPJMD secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

Disahkan di Ponorogo 

pada tanggal 25 Nopember 2005 

BUPATI PONOROGO 

17D. 

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si. 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Seri C 
Tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 7/C. 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si. 

2 8 SEP 2020 
Salinan sesuai dengan aslinya / 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 
NIP. 196  07 199303 1 008 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 10 TAHUN 2005 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2005 - 2010 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa dalam rangka penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati 
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2004 - 2009 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 7 Tahun 2005 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 maka 
sebagai realisasi ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2005, dipandang perlu untuk mengatur Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2010 
dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a dan b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan/ Dinas / Kantor/ 
Instansi tersebut ditetap kan dalam Peraturan Pimpinan 
Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi yang bersangkutan. 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 
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